
' -- BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
NOMOR ?> TAHUN 2023 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMATYANG MAHA ESA 

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 

Menimbang 

Mengingat 

a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 2023 tcntang Perubaban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023. 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam 
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara yang telah disepakati Pemerintah Oaerah bersama 
DPRD; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peratu.ran Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023; 

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara 
Republik. Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
{lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. 
Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Dae:rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diuhah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Pusat clan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Pcraturan Pcmcrintab Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Dae rah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 200:'i Nomor 48, Tam bah.an Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Nezara Reoubli.k Indonesia Nomor 53401: 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambaluut Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

10. Pernturan Pcmerintah Nomor 5 Tahun 2009 tcntang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhi:r dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik {Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 6177); 

11. Peratu.ran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Dae-rah {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106) Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

15. Peraturan Pcmerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara 
Republi.k Indonesia Tahun 2019 Nomor 52) Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan lnvestasi Pemerintah Daerah {Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

17. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tcntang 
Pengeiompokan Kema.mpuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan 
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara 
RepubJik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 



18. Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 36 Tahun 2018 ten tang 
Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Bantuan Kcuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 630); 

19. Peraturan Menteri Da1'UD. Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengclolaan Keuangan Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Perubaban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 431); 

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tent.ang 
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022; (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 972); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangk:ajene dan Kepulauan Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 
2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peratu.ran 
daerah kabupaten Paogkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 
2015 tent.ang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok­ 
Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lem baran Daerah Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10); 

MEMUTU'3KAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
ANGGARAN 2023 

PENJABARAN PERUBAHAN 
BELANJA DAERAH TAHUN 

BAB I 
KETENTUA.'11 UMUM 

Pasal I 
Dalam Peraturan daerah ini yang di.maksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene clan kepulauan. 
2. Pemerintahan Dacrah adalah Penyclenggara urusan oleh Pemerintah Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Togas Pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan perinsip Negara Kesatuan 
Rcpublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pcm.crintah Daerah adalah Bu pa.ti sebagai t; nsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah 
yang memim.pin pelaksanaan urusan pcmcrintahan yang menjadi kewenangan daerah 
otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berkedudu.kan 
sebagai unsur penyelenggara Pemcrintahan Daerah. 

6. Perangk:at Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah. 



7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ctitetapkan berdasarkan Peraturan 
Daerah. 

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruban kegiatan yang meliputi 
pcrencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausabaan, pelaporan dan pengawasan 
keuangan daerah. 
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Pasal 2 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp 
l.470.382.399.281,00 bertambah sebesar Rp 91.421.683.352,00 sehingga menjadi Rp 
1.561.804.082.633,00 dengan rincian sebagai bc:rikut : 
1. Pendapatan Daerah 

a. Semula 
b. Bertambah 
Jumlah pendapatan daerah 
setelah perubahan 

2. Belanja Daerah 
a. Semula 
b. Bertambah 
Jumlah belanja daerah setelah 
perubahan 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan Pem biayaan 

1). Semula 
Bertambah 

Jumlah Penerimaan 
b. Pengeluaran Pcm.biayaan 

2). Semula 
Bertambah 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pemlapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, ini terdiri dari: 

1. Lampiran I. 

2. Lampiran II. 

3. Lampiran III. 
4. Lampiran IV. 

5. Lampiran V. 

6. Lampiran VI. 

Pasal3 
Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi 
Menurut Kelompok, J,·nis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan; 
Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapat.an, Belanja, dan Pembiayaan; 
Daftar Na.ma Penerima. Alam.at Penerima, dan Besa.ran Hibah; 
Daftar Nama Penerima, Alam.at Penerima, dan Besa.ran Bantuan 
Sosial; 
Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiat.an, Kelompok, 
Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan 
Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Meourut Urusan 
Pemerint.ahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jcnis, Objek, Rincian Objek, Pendapat.an, 
Belanja dan Pembiayaan; 



7. Lampiran VII. 

8. Lampiran VIII. 

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 
pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yeng ctitetapkan dalam peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat 
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Pangkajene clan Kepulauan. 

Ditetapkan di Pangkajene 
pada tanggal 23 Okt_ober 2023 

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2023 


